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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2020 NOMOR 68  

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 
NOMOR 65 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTAENG 

 
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

maka perlu penyesuaian penggunaan belanja Desa dalam 
APBDesa; 

b. bahwa beradasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 
Penggunaan belanja Desa dalam APBDesa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang  perubahan atas  Peraturan Bupati Nomor 6 

tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Desa. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan  Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5694); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2094); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang perubahan kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa (lLembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 

Nomor 5694); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pedoman Teknis Peraturan di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2094); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 

Tahun 2012 Tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantaeng Nomor 11). 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 
2018-2023; 

16. Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Bantaeng Nomor 6). 
 

 
MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 

2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DESA. 

 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 6) diubah Sebagai Berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 10 ayat 3  diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 

berikut; 

 
Pasal 10 

 
(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, 

meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan 
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. 

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam 
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. 

(3) Belanja Desa sebagaimana pada ayat (2) digunakan dengan ketentuan: 
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran 

belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan  
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Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran  
belanja Desa digunakan untuk: 

1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan  Perangkat 
Desa; 

2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; 
 
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10 A 

yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 10 A 
 

1. Besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa 
dan perangkat Desa lainnya  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 

2. Besaran  oprasional Badan Permusyawaratan  Desa akan diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

3. Diantara Ayat 5 (lima) dan Ayat 6 (enam) pasal 44 ditambahkan 1 (satu) 
Ayat yakni Ayat 5A sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 44 

 

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri 
atas: 

a. buku pembantu bank, yang merupakan catatan penerimaan dan 
pengeluaran melalui rekening kas Desa; 

b. buku pembantu pajak, yang merupakan catatan penerimaan 
potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak; dan 

c. buku pembatu panjar, yang merupakan catatan pemberian dan 

pertanggungjawaban uang panjar. 
(2) Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara: 

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga; dan 

b. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari 
pihak ketiga. 

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa 

yang telah disetujui oleh Kepala Desa. 
(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan 

secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan 
Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang 

diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. 
(5) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan 

melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan 

langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh 
Kaur dan Kasi serta telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(5A) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 
dan Ayat 5 perlu dilakukan Asistensi oleh Organisasi Perangkat Daerah 

yang membidangi Pemerintahan Desa dalam rangka pengendalian. 
(6) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan 

secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa. 

(7) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), ayat (5), dan ayat (6) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan 

penerimaan yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan penerima 
dana. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. 

 
Ditetapkan di Bantaeng 
Pada Tanggal 21 Desember 2020 

 
BUPATI BANTAENG 

Cap/ttd. 
ILHAM SYAH AZIKIN 

 
Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 21 Desember 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 
  

 
 
ABDUL WAHAB 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 TAHUN 2020 NOMOR 68 

 
 
 

  
 


